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BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA OPERASIONAL

Pasal 7

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene
dan  Kepulauan bertanggungjawab  melaksanakan
pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan
pemeliharaan terhadap aset dan operasional Kantor
Penghubung Jakarta.

Pasal 8

(1) Pengelolaan belanja operasional Kantor Penghubung
meliputi pembayaran gaji, pemeliharaan/perbaikan
gedung/ peralatan/mesin, ATK/makan minum, BBM,
listrik/air, telepon, internet serta pengadaan
barang/jasa pada Kantor Penghubung Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Bagian Umum melakukan pengawasan dalam bentuk
pembinaan dan monitoring dengan waktu yang
berjangka sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Koordinator Kantor Penghubung wajib berkoordinasi
dan memberikan laporan pertanggungjawaban belanja
operasional Kantor Penghubung Jakarta kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Koordinator Kantor Penghubung secara administratif
wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
kepada kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling lambat minggu terakhir
bulan berjalan.

(3) Laporan pertanggung jawaban pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh; dan
c. bukti pengeluaran yang sah.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAX PERUNDANG-UNDANGAN
Paﬂgmemy LA REER TR L L 'l.lll.ll’lli.lllli

{RDAS, SH, M.Si \I‘
NP 1 060920 199303 1 011"

Pada tanggal,

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, | Maref 9017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
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ASISTEN
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Diundangkan di Pangkajene

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
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BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
N KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DA

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA OPERASIONAL PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DI JAKARTA.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensiidan efektifitas
serta untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan
Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta, maka perlu
ditetapkan tata cara penyetoran penerimaan hasil
pendapatan asli daerah dan pertanggung jawaban
operasional pada Kantor Penghubung di Jakarta;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara
Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional
pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten dan
Kepulauan di Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuka Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

13.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Kantor Penghubung
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di
Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYETORAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
OPERASIONAL KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KEPULAUAN DI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah  adalah  Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
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4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

5. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

7. Kantor Penghubung adalah unit pelaksanaan daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang
berkedudukan di Jakarta.

8. Penanggungjawab Kantor Penghubung adalah unit
kerja yang diserahi tugas untuk melaksanakan
pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan
pemeliharaan terhadap aset dan operasional kantor
penghubung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

9. Koordinator Kantor Penghubung adalah pejabat non
struktural berada di bawah Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

10.Petugas Pengelola Kantor Penghubung selanjutnya
disebut petugas, diangkat untuk jangka waktu
tertentu dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas dan fungsi yang berada di bawah pengawasan
koordinator.

11.Mess Pemerintah Daerah Kantor Penghubung Jakarta
merupakan aset pemerintah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan di Jakarta dan berada di bawah
pengelolaan penanggung jawab.

12.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi
Perangkat Daerah.

13.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
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Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penatausahaan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

(1) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan selaku unit kerja
penanggung jawab melaksanakan pengelolaan,
pengendalian, pengawasan terhadap pemungutan
Retribusi  Mess  Pemerintah  Daerah  Kantor
Penghubung Jakarta.

(2) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan
Retribusi pemakaian kamar Mess Pemerintah Daerah
Kantor Penghubung Jakarta dilaksanakan oleh
Koordinator Kantor Penghubung.

(3) Penatausahaan atas penerimaan Retribusi pemakaian
kamar Mess Pemerintah Daerah Kantor Penghubung
Jakarta dilaksanakan oleh Petugas Administrasi
Ketatausahaan Kantor Penghubung Jakarta.

(4) Penatausahaan penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan,
pembukuan, penyimpanan dan penyetoran hasil
penerimaan Retribusi pemakaian kamar Mess
Pemerintah Daerah Kantor Penghubung Jakarta
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah

Pasal 4

(1) Koordinator Kantor Penghubung menyetorkan hasil
penerimaan Retribusi pemakaian kamar Mess
Pemerintah Daerah Kantor Penghubung Jakarta
secara bruto kepada Bendahara Penerimaan pada
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

(2) Koordinator  Kantor Penghubung  memberikan
tembusan  berkas lampiran tiap penyetoran
penerimaan retribusi kepada Sekretaris Daerah
melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
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Pasal 5

Berdasarkan  pertimbangan  kondisi geografis,
penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan setiap hari
Senin bulan berjalan.

Pasal 6

(1) Bendahara Penerimaan pada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan wajib menyetorkan penerimaan retribusi
Mess Pemerintah Daerah Kantor Penghubung Jakarta
secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran retribusi Mess Pemerintah Daerah Kantor
Penghubung Jakarta oleh Bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak retribusi diterima.

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:
1. buku kas umum;
2. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
3. buku rekapitulasi penerimaan harian.

(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
mempertanggung jawabkan secara administratif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban
penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

(6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib
mempertanggung jawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

(7) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri
dengan:
1. buku kas umum;
2. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
3. buku rekapitulasi penerimaan harian;




